MENTERI] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.05/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja
pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga telah
diatur dalam Peraturan Presiden méngenai pemberian
tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian
negara/lembaga;

b. bahwa agar pembayaran belanja pzgawai yang berupa
tunjangan kinerja  pegawai pada kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur
ketentuan mengenai pembayaran tunjangan Kkinerja
pegawai pada kementerian negara/lembaga;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Menteri Keuangan berwenang mengatur ketentuan lebih
lanjut mengenai pelaksanaan p=smbayaran belanja
pegawai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu¢/
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menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada

Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5423);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga yaﬁg
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan
bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan kementerian negara/lembaga.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna
anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selenjutnya disebut PPK
adalah  pejabat yang melaksarakan kewenangan
pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
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pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pejabat Penandatangan Surat Perinteh Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggingjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara calam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belarja Negara pada
kantor/satuan kerja kementerian negera/lembaga.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum  Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum
Negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara
Pengeluaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
pelaksanaan  pengeluaran atas beban  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat

perintah membayar.

7
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BAB II
. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2
Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai
tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian

negara/lembaga.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pasal 3
Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan
alokasi dana yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga.

Pasal 4
Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja
Pegawai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Besaran tunjangan kinerja Pegawai mengikuti ketentuan
dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai
tunjangan kinerja Pegawai masing-masing kementerian
negara/lembaga.

(2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan

kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian
negara/lembaga. 7/
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(4)

Pasal 6 '

Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawali.

Dalam hal pembayaran tunjangan Kkinerja dengan
mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilakukan, tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui
Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan

dari kepala KPPN.

Pasal 7

PPK menyusun daftar pembayaran tunjangan kinerja

untuk kebutuhan setiap bulan.

Berdasarkan daftar pembayaran tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menyusun

rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan Kkinerja

Pegawai.

Daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk kebutuhan tunjangan

pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-ur.dangan di bidang
perpajakan.

Berdasarkan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan

kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

PPK mengajukan SPP-LS pembayaran t’unj‘angan kinerja

kepada PPSPM.

Pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilampiri dengan:

a. daftar pembayaran tunjangan kinerja;

b. daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang
paling sedikit memuat nama Pegawai, besaran
tunjangan kinerja, dan nomor rekening Pegawai yang
ditandatangani oleh PPK;

c. rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan Kkinerja
Pegawai yang memuat kebutuhar. pembayaran untuk
seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan
serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang

dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran

7
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huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini; dan

d. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam
hal pembayaran dilakukan langsung ke rekening

Pegawali.

Pasal 8
Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4), PPSPM mensrbitkan SPM-LS
pembayaran tunjangan kinerja.
SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kebutuhan
bulan berkenaan.
Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan
kinerja akibat pemberlakuan Peraturan Presiden
mengenal tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan
kementerian negara/lembaga, SPM-LS dapat diajukan ke
KPPN untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 9

Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran
langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan k= KPPN mitra kerja
dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a. daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja;

b. rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja

Pegawai; dan

c. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dengan memperhitungkan potongan pajak

penghasilan.

Pasal 10
Pengajuan SPM-LS dengan mekarisme pembayaran
langsung ke rekening Bendakara = Pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri
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rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja

Pegawai yang memuat:

a. kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang
berhak menerima tunjangan; dan

b. perhitungan kewajiban pajak.

(2) Rekapitulasi daftar pembayaran tanjangan kinerja
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
tanpa potongan pajak penghasilan.

(4) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib
pungut segera menyetorkan pajak penghasilan ke kas
negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya
dipungut oleh Bendahara Pengeluaren mengacu pada
ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan
penyetoran pajak.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran tunjangan
kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa dana
dimaksud disetor ke kas negara pada akhir tahun

anggaran.

Pasal 11
Terhadap SPM-LS yang diajukan ke KPPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diterbitkan SP2D.

Pasal 12
Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D pembayaran
tunjangan kinerja, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan yang menga-ur mengenai tata
cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 13
(1) Kekurangan tunjangan kinerja dibayarkan dengan

7
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memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima

pada bulan sebelumnya.

Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan SPM-LS

tersendiri  dengan  dilampiri = rekapitulasi = daftar

kekurangan pembayaran tunjangan kirerja Pegawai.

Rekapitulasi daftar kekurangan pembkayaran tunjangan

kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat:

a. kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang
berhak menerima kekurangan tunjangan; dan

b. perhitungan kewajiban pajak.

Rekapitulasi daftar kekurangan pembtayaran tunjangan

kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuat sesuai dengan format tercanturm dalam Lampiran

huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Fungsional

Penerima Tunjangan Profesi

Pasal 14

Bagi Pegawai yang diangkat sebagai onejabat fungsional
dan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja
dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada
kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada
jenjangnya.

Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan
kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayarkan adalah
tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pembayaran selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diagjukan dengan SPM-LS tersendiri dengan dilampiri
rekapitulasi daftar pembayaran selisil: tunjangan kinerja

Pegawali.

7"
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(4) Rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini

Pasal 15
Pengajuan @ SPM-LS  pembayaran  tunjangan  kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan
pembayaran kekurangan tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan pembayaran selisih antara
tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 16
(1) Menteri/pimpinan lembaga menyelenggarakan

pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran
tunjangan kinerja.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
ketentuan mengenai petunjuk teknis pembayaran tunjangan

kinerja Pegawai dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

7
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkar: di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI XEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 865

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
——y u.b.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.05/2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UHIT ORGANIZASL o scenstsnes

,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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&

PEEAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TURJANGAN KINERJA PEGAWAL
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PETUNJUK PENGISIAN

Keterangan

Diisi dengan nama ixem&ntemm "‘éesﬁm / Lﬁmbag'z

Diisi daﬁgan Unit Orgmﬁazz

ﬁn i dengan urwzm Iael"«zs ﬁbat'«m sesuai peringkatnya

I}ﬁﬁi jumlah pegawai/personil

Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan

Diisi dengan jumlah tunjangan (4x5)

 Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan

| Diisi dengan jumlah tunjangan bruto {6«3* 7)

Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)

| | Diisi dengan jumlah tunjangan netto [8-9)

Diisi dengan 3umhh seluruh pegawm penerzma tunjangan

12) | Diisi dengaﬁ jumlah seluruh tunjangan

Diisi dmgm jumlah seluruh pajak

Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan

Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak

 Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan

7) | Diisi deﬁgm nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

' Disi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran

7
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B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR  KEKURANGAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... (1]
UNIT ORGANIBAST s {3

REKAFITULASY DAFTAR REKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAL

BULAN oo s 8 .
. £ Jumlah Tujangan Sharusnya | 3. Jumlah Twganzan Dibayarion L. Jundsh Ebarangan Tunjanzan
Ui T | gy 2. Pk 2. P
U | ok | Kipemp | o TV e Tk - Py
Ho. | Keles Dereri | per Fele 3 Jumdds Bruto 3. Jumish Bruto 3. Jumlsh Brato
Jaatan ) }:}Q:b;\n 4, Potongan Pajabs 4, Potonzan Pajak 4. Potongan Pejak
- ) 5. Jundah Netto 5. Jumlah Netto 5. Jumleh Netto
L@ # B Bl | i L (tg]
2 7|2 {1712 i1
3 @3 133 1§
: B |4 14 [4. (19
3, Het |3, 115 ] 5. 20
2 I3 H L
2 2 2
3 3 i
g, 4, 4
5 5 5,
dhst 5 i 1.
2 2 2
3 3 3
4, 4 4
5, 3 5
Jumigh | 21) L E £ 3
2 2312 292 33
3 {24 |3 293 34
; 23| ¢ o [4 e
5, 6] SE 5
Pajabat Pembuat Konttmen Bendshara Pengelusran
NAma ovccomermmcnmoconces (371 RRIR coveconcconrincnmnenr 15]
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PETUL

REKAPITULAST DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

No. Keterangan
(1} |Miisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
12} Diisi dengan Unit ®rganisasi
{3} Diisi dengan uraian kelas jabatan sesual peringkatnya
{4 Diisi jumlah pegawai/personil
|5} Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
{6} Diisi dengan jumlah tunjangan [4x5)
{7} Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
8} Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
19 Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7}
(10} Diisi dengan jumlah tunjangan netto [8-9)
111 Diisi dengan jumlah tunjangan yang sudah dibayarkan
(12) Diisi dengan jumlah pajak
{13) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (11+12]
i1,4} Diisi dengan jumlah potongan pajak
{15) | Diisi dengan jumlah tunjangan netto {13-14)
(16] Diisi dengan jumlah kekurangan tunjangan {6-11)
{17} Dilsi dengan jumlah pajak
(18) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto {16+17)
119} Diisi dengan jumlah potongan pajak
EM(}} Diisi dengan jumlah tunjangan netto (18-19)
(21) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan

Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris
vang sesual di atasnya

Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-rnasing baris
vang sesual di atasnyva

Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris

| vang sesual di atasnya

(37} Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
[33) Diisi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran

74
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C. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN SELISIH TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ......onnnn.. {1]
UNIEORGAMIBAS! oo (2]

REEAFITULAS! DAFTAR PEMBATARAN SELIIH TURJANGAI KINERJA PECAR AL
BULAN o 8D, e —

- Lo Jumlah Tugean v | L Joodah Tooyangan Profest b vordah Selish Tunjanmn Kineria
Ursen B ) B 2 Pk ? Pk
o | Jumhl | negx | : . o
Ho. | Feles B | e el 3. Jumlsh Bruto 3. Jurdah Bruto 3 Jwmlsh Bruto
Jabatan | T lsz,£‘~ 4, Potongan Pyl 4, Potongan Py 4 Potongan Pk
RN il et 5. Jumlh et 5 Jundsh letio
o w8 L Gl il i@
2 A2 (142 |
3 |3 {33 (46
4, (14 4 (19
3 {195 135 (20
2 i L i
2 2 2
1 3 )
{, 4, g,
5 mE 5,
it i L 1.
3 2 2
3 3 )
4, 4, d,
i 5 ) .
Junlsh | 2] i v L (%
A 3|2 22 3
3 413 13 34
4, 125 |4. 3 |4 (3]
5, [ (5. 34 15 (361
Pegabat Pesbuat Komémen Bendshara Pengeluaran
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PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN
SELISIH TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIL

Na, Keterangan
{1 Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
{2) Diisi dengan Unit Organisasi
(31 Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringlkatnya
{3} Diisi jumlah pegawad / personil
(S Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan kinerja {4x5)
{7 Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(]) Diisi dengan jumlah runjangan bruto {6+7}
(9 Diisi dengan jumlah potongan pajak {=7}
110} Diisi dengan jumlah tunjangan netto {8-9)
f11) Diisi dengan jumlah tunjangan profest
{121 Diisi dengan jumlah pajak
{13} Diisi dengan jumlah tunjangan bruto {11+12)
(1) Diisi dengan jumlah potongan pajak
i15) Diist dengan jumlah tunjangan netto (1.3-14)
116) Diisi dengan jumlah selisih tunjangan kinerja 6-11)
17} Diisi dengan jumlah pajak
118} Diiz1 dengan jumlah tunjangan bruto {16+-17)
{19} Diizi dengan jumlah potongan pajak
{20} Diisi dengan jumlah tunjangan netto (18-19]
21} Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(22] s.d. [26] Diisi dengan j}lmlah seluruh angka pada masing-masing baris
vang sesuad di atasnya
(27) 1211 Diizi dengan j}zm.lah seluruh angka pada masing-masing baris
yvang sesuai di atasnya
21 5.d. 136) Diis1 dengafl jpﬂﬂ&h seluruh angka pada masing-masing baris
vang sesuai di atasnyva
{374 Diiz1 dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
133} Diisi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran
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